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KPK Kantongi 266 Laporan Dugaan
Korupsi di Papua dari Masyarakat
KPK meminta segenap pihak dan  insan 
inspektorat serta auditor di Papua 
mengintensifk an pendampingan dan 
pengawasan terhadap tata kelola 
pemerintahan di Papua.

juti oleh inspektorat terkait di 
Papua untuk diproses.

“Kami menilai ada potensi 
korupsi di dalamnya yang tidak 
harus selalu ditangani oleh KPK 
karena keterbatasan kewenan-
gan KPK. Laporan pengaduan 
masyarakat tersebut bisa juga 
kami limpahkan ke inspektorat 
untuk diproses,” kata Alex.

Maka dari itu, kata Alex, 
pihaknya meminta segenap 
pihak dan insan inspektorat 
serta auditor di Papua mengin-
tensifkan pendampingan dan 
pengawasan terhadap tata 
kelola pemerintahan di Papua.

“MCP (Monitoring Center 
for Prevention) di Papua masih 
rendah,” kata Alex.

KPK i t g ih k d i

JAKARTA (IM) - Komi-
si Pemberantasan Korupsi 
(KPK) telah menerima 266 
laporan dari masyarakat Papua 
terkait adanya dugaan tindak 
pidana korupsi. Namun, tidak 
semua perkara harus ditangani 
KPK. 

“Tidak kurang dari 266 
laporan masyarakat, yang KPK 
terima dari Papua,” ujar Wakil 

Ketua Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) Alexander 
Marwata saat Rapat Koordina-
si Program Pendampingan dan 
Pengawasan Daerah Papua, 
di Aula Badan Pengawasan 
Keuangan dan Pembangunan 
(BPKP) Perwakilan Papua, 
Selasa (23/11).

KPK berharap laporan 
seharusnya dapat ditindaklan-
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RDP KOMISI IX DPR DENGAN 
MENTERI KESEHATAN

Menter i  Kesehatan Budi 
 Gunadi Sadikin  mendengarkan 
 pandangan anggota DPR 
saat mengikuti Rapat  Dengar 
Pendapat  (RDP)  dengan 
Komisi IX DPR di Kompleks 
 Parlemen, Senayan, Jakarta, 
Rabu (24/11). RDP tersebut 
membahas  permasalahan 
data dalam  rangka sinkronisasi 
Data  Terpadu Kesejahteraan 
 Sosial (DTKS) dan data peserta 
 Penerima Bantuan luran (PBI). 

Tidak hanya itu, KPK juga 
meminta segenap pihak untuk 
bersama-sama menjalankan 
fungsi pendampingan dan pen-
gawasan sesuai tugas masing-
masing untuk terus mendorong 
perbaikan tata kelola pemerin-
tahan yang baik di Papua sebagai 
upaya pencegahan korupsi.

“KPK telah menandatan-
gani MoU dengan Kemendagri 
dan BPKP untuk selanjutnya 
monitoring MCP akan dilaku-
kan oleh Kemendagri sebagai 
instansi pembina pemda dan 
BPKP yang memiliki per-
wakilan di setiap provinsi. Ha-
rapannya, akan lebih efektif,” 
terang Alex.

 KPK mendorong inspe-

ktorat dapat menjadi kepan-
jangan tangan KPK. Karena, 
lanjutnya, inspektorat adalah 
pelaksana program pengawasan 
di daerah.  Namun, Alex me-
mahami, bahwa kapasitas ins-
pektorat masih terbatas. Meski-
pun, katanya, dari aspek aturan, 
Inspektorat harus punya Irban 
Investigasi dan faktanya belum 
semua punya. Hal ini, katanya, 
menjadi tugas BPKP ke depan.

“Jadi, jika ada kepala dae-
rah yang bermasalah hukum 
terkait korupsi maka inspe-
ktorat ikut bertanggung jawab, 
karena artinya inspektorat 
membiarkan kepala daerahn-
ya terjerat korupsi,” tutur-
nya.  han

JAKARTA (IM) - Mah-
kamah Konstitusi (MK) me-
mutuskan untuk menyerahkan 
keputusan penentuan model 
pemilihan umum (Pemilu) 
serentak kepada pembentuk 
undang-undang. 

Hal itu diungkapkan Ha-
kim Konstitusi Saldi Isra saat 
sidang putusan uji materi Un-
dang-Undang Nomor 7 Tahun 
2017 tentang Pemilu yang 
disiarkan secara daring, Rabu 
(24/11).

 “Oleh karena itu seb-
agaimana pertimbangan dalam 
putusan Mahkamah Konstitusi 
55/2019, penentuan model 
yang dipilih menjadi wilayah 
bagi pembentuk undang-un-
dang untuk memutuskannya,” 
kata Saldi.

Mahkamah sudah mem-
beri usul atau pandangan men-
genai model keserentakan 
pemilu dalam putusan Nomor 
55/2019.  Pertama, pemilu 
serentak untuk memilih ang-
gota DPR, DPD, presiden/
wakil presiden, dan anggota 
DPRD.

Kemudian pemilu serentak 
untuk memilih anggota DPR, 

DPD, presiden/wakil pres-
iden, gubernur, dan bupati/
wali kota. 

Lalu, opsi pemilu seren-
tak untuk memilih anggota 
DPR, DPD, presiden/wakil 
Presiden, anggota DPRD, gu-
bernur, dan bupati/wali kota.

Berikutnya, opsi pemilu 
serentak nasional untuk me-
milih anggota DPR, DPD, 
presiden/wakil  presiden. 
Beberapa waktu setelahnya 
dilaksanakan pemilu serentak 
lokal untuk memilih anggota 
DPRD Provinsi, anggota 
DPRD kabupaten/kota, pe-
milihan gubernur, dan bu-
pati/walikota.

Selain itu, ada opsi pemilu 
serentak nasional untuk me-
milih anggota DPR, DPD, 
presiden/wakil presiden. Lalu, 
dilaksanakan pemilu seren-
tak provinsi untuk memilih 
anggota DPRD provinsi dan 
memilih gubernur beberapa 
waktu berikutnya.

Sementara itu, pemilu 
serentak kabupaten/kota un-
tuk memilih anggota DPRD 
kabupaten/kota dan memilih 
bupati dan walikota dilak-

sanakan berikutnya.
Menurut Saldi, beberapa 

pilihan tersebut merupakan 
panduan bagi pembentuk 
undang-undang dalam penyu-
sunan desain penyelenggaraan 
pemilihan umum serentak.

 “Semua pilihan model 
atau desain keserentakan terse-
but adalah tidak bertentan-
gan dengan Undang-Undang 
Dasar 1945 atau konstitu-
sional,” ujarnya.

Oleh karena itu, Mah-
kamah memutuskan untuk 
menolak uji materi UU Pemilu 
yang diajukan empat orang 
yakni Akhid Kurniawan yang 
merupakan mantan Kelompok 
Penyelenggara Pemungutan 
Suara (KPPS) pada Pemilu 
2019.

Ada juga mantan Panitia 
Pemilihan Kecamatan (PPK) 
Dimas Permana Hadi dan 
Heri Darmawan serta mantan 
Petugas Pemungutan Suara 
(PPS) Subur Makmur. Pemo-
hon mempermasalahkan Pasal 
167 Ayat 3 dan Pasal 347 Ayat 
1 sepanjang frasa “Pemung-
utan suara dilaksanakan secara 
serentak,”.  han

MK Serahkan Penentuan Model
Keserentakan Pemilu ke Pembentuk UU

MK Tolak Uji Materi UU Pemilu
soal Verifi kasi Partai Politik

JAKARTA (IM) - Mah-
kamah Konstitusi (MK) 
menolak permohonan uji 
materi Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 ten-
tang Pemilu yang diaju-
kan Partai Berkarya, Partai 
Perindo dan Partai Bulan 
Bintang (PBB).

Permohonan ditolak 
karena dinilai tidak berala-
san menurut hukum. Sebab, 
pokok permohonan yang 
diajukan yakni Pasal 173 
ayat (1) terkait proses veri-
fi kasi faktual pada dasarnya 
sama dengan perkara yang 
sudah diputus MK dalam 
Putusan Nomor 55/PUU-
XVIII/2020.

“Amar putusan, men-
gadili, menolak permoho-
nan para pemohon untuk 
seluruhnya,” kata Ketua MK 
Anwar Usman dalam sidang 
yang disiarkan secara daring, 
Rabu (24/11).

Hakim Konstitusi Daniel 
Yusmic P Foekh menjelas-
kan, dalam putusan sebel-
umnya, MK memutuskan 
bahwa Pasal 173 ayat (1) UU 
Pemilu bertentangan den-
gan Undang-Undang Dasar 
1945.

Adapun permohonan itu 
diajukan oleh Ketua Umum 
Partai Garuda Ahmad Rid-
ha Sabana dan Abdullah 
Mansuri selaku Sekretaris 
Jenderal. 

Dalam permohonannya, 
mereka meminta agar MK 
menyatakan Pasal 173 ayat 
(1) bertentangan dengan 
Pasal 28H ayat (2) UUD 
1945.

Kemudian, partai politik 
yang sudah dinyatakan lulus 
verifi kasi pada Pemilu 2019 
tak perlu diverifi kasi ulang 
sebagai peserta pemilu se-
lanjutnya.

Kendati demikian, MK 
memutuskan partai politik 
yang telah lulus verifi kasi 
Pemilu 2019 dan lolos atau 
memenuhi ketentuan parli-
mentary threshold (ambang 
batas parlemen) pada Pe-
milu 2019 tetap diverifi kasi 
secara administrasi, namun 
tidak diverifikasi secara 
faktual.

Sedangkan, partai poli-
tik yang tidak lolos atau 
tidak memenuhi ketentuan 
ambang batas parlemen, 
partai politik yang hanya 
memiliki keterwakilan dit-
ingkat DPRD provinsi ka-
bupaten/kota, dan partai 
politk yang tidak memi-
liki keterwakilan ditingkat 
DPRD provinsi kabupat-
en/kota harus diverifi kasi 
kembali secara administrasi 
dan faktual.

Ketentuan yang sama 
berlaku bagi partai politik 
baru, yakni melakukan veri-
fi kasi secara administrasi dan 
faktual. 

Karena sudah ada pu-
tusan tersebut, maka MK 
menolak permohonan dari 
Partai Berkarya, Partai Per-
indo dan PBB.

“Meskipun dengan dasar 
pengujian yang digunakan 
oleh pemohon dalam perka-
ra a quo yaitu Pasal 1 Ayat 
2 Juncto Pasal 22E Ayat 1, 
Ayat 2 dan Ayat 3 Undang-
Undang Dasar 1945,” ujar 
Daniel.

“Namun esensi yang 
dimohonkan perkara a quo 
adalah sama dengan perkara 
terdahulu yakni memperso-
alkan mengenai verifikasi 
partai politik maka pertim-
bangan hukum dalam perka-
ra a quo mutatis mutandis 
berlaku untuk permohonan 
a quo,” katanya.  mei

KPK Telusuri Dugaan “Fee” Proyek
yang Diterima Bupati Hulu Sungai Utara

JA K A RTA  ( I M )  - 
Komisi  Pemberantasan 
Korupsi (KPK) menelusuri 
penerimaan Bupati Hulu 
Sungai Utara, Abdul Wa-
hid, dalam kasus suap dan 
gratifi kasi.

Abdul Wahid diduga 
menerima fee dari pen-
gusaha yang mengerjakan 
proyek di Hulu Sungai 
Utara. 

Selain itu, ada dugaan 
pener imaan uang  dar i 
aparatur sipil negara (ASN) 
untuk menduduki jabatan 
struktural.

Penelusuran dilakukan 
penyidik KPK saat memer-
iksa 14 saksi di Kantor 
Polres Hulu Sungai Utara, 
Selasa (23/11).

“Seluruh saksi men-
erangkan terkait dengan 
dugaan penerimaan fee 
proyek oleh tersangka AW 
(Abdul Wahid) dan juga 
adanya penerimaan lain 
berupa uang dari para ASN 
yang akan menduduki ja-
batan struktural di Pemkab 
HSU,” ujar Pelaksana Tugas 
Juru Bicara KPK Ali Fikri, 
melalui keterangan tertulis, 
Rabu (24/11).

Penyidik memeriksa 
kontraktor atau pengusaha 
yang biasa mengerjakan 
proyek tahun 2021 yakni, 
pemilik CV Agung Per-
kasa Syamsul Hamidan, 
Haji Kati selaku Direk-
tur PT Prima Mitralindo 
Utama Barkati, dan Wakil 

Direktur CV Hanamas, 
Marhaidi.

Kemudian, pemilik CV 
Lovita H Sapuani alias Haji 
Ulup, kontraktor Abdul 
Hadi, Direktur PT Sapta 
Surya Tosan Talina, Mu-
hammad Sam’ani, Direk-
tur PT Cahaya Sambang 
Se jahte ra  MuhammAd 
Muazakkir dan Direktur 
PT Seroja Indah Persada 
Rakhmadi Effendie alias H 
Madi.

Selanjutnya kontraktor 
bernama H Rusdi dan Abdi 
Rahman. Selain pengusa-
ha, penyidik juga memer-
iksa Kasi Pembangunan 
dan Peningkatan Pengai-
ran pada Dinas Pekerjaan 
Umum, Penataan Ruang 
dan Pertanahan (PUPRP) 
Hairiyah, staf  SMP Negeri 
8 Amuntai Yandra, Bape-
litbang Ina Wahyudiaty dan 
BPKAD Thamrin.

Kasus ini bermula dari 
kegiatan tangkap tangan 
pada 15 September 2021 
di Hulu Sungai Utara, Ka-
limantan Selatan. 

Abdul Wahid ditetap-
kan sebagai tersangka kasus 
suap dan gratifi kasi, pada 
Kamis (18/11). 

KPK juga menetapkan 
tiga tersangka lain yaitu, 
Plt Kepala Dinas PUPRP 
Kabupaten Hulu Sungai 
Utara Maliki, Direktur CV 
Hanamas Marhaini dan 
Direktur CV Kalpataru 
Fachriadi.  mei

JAKARTA (IM) - Ke-
daulatan wilayah Indonesia 
harus dijaga, terutama pulau-
pulau terluar. 

Sebab, pemerintah tidak 
akan lengah atas segala 
bentuk ancaman. Menko 
Polhukam Mahfud MD 
selaku Ketua BNPP beserta 
Mendagri Tito Karnavian 
selaku Kepala BNPP, me-
mastikan kelangsungan 
penjagaan kedaulatan dari 
pulau-pulau terluar Indo-
nesia. 

Menko Polhukam bersa-
ma Mendagri, Panglima Ko-
mando Gabungan Wilayah 
Pertahanan (Pangkogabwil-
han) 1 dan Bupati Natuna, 
pagi ini, Rabu (24/11) dari 
atas Kapal KRI Semarang 
di perairan Natura, Provinsi 
Kepulauan Seribu berto-
lak ke Pulau Sekatung dan 
Pulau Laut menggunakan 
Helikopter.

“Ini memang isunya 
tidak popular dan tidak 
banyak yang tahu, tapi 

kita jaga terus setiap hari. 
Semua upaya kita lakukan 
untuk menjaga kedaulatan 
wilayah Indonesia. Tanah 
dan perairan tidak boleh 
sejengkal pun hilang dari 
kekuasaan, kedaulatan hu-
kum, dan teritori kita,” kata 
Mahfud.

Menurutnya, bangsa 
Indonesa harus bangga dan 
harus menjaga kekayaan 
kita yang memiliki 17.504 
pulau, termasuk pulau kecil 
seperti Pulau Sekatung dan 
Pulau Laut, sebagai bagian 
dari pulau-pulau kita yang 
terluar.

Pulau Sekatung adalah 
pulau terluar dan paling 
utara dari wilayah Kabu-
paten Natuna, Provinsi 
Kepulauan Riau yang terle-
tak di laut Cina Selatan dan 
berbatasan dengan negara 
Vietnam. 

Sedangkan Pulau Laut 
merupakan Kecamatan yang 
terluar di daerah Kabupaten 
Natuna.  han

Mahfud MD: Tidak Boleh
Sejengkal pun Pulau Kita Lepas

Valencya Istri yang Dituntut Penjara
Karena Marahi Suami Mabuk Divonis Bebas

KARAWANG (IM) - Valen-
cya (45) yang dituntut satu tahun 
penjara karena memarahi suaminya 
yang sering mabuk-mabukan, 
akhirnya bisa bernapas lega. Jaksa 
Agung sebagai penuntut umumt 
ertinggi menarik tuntutan terhadap 
Valencya (45), Selasa (23/11).

Dalam persidangan pemba-
caan Replik di Pengadilan Negeri 
( PN) Karawang Jaksa Penuntut 
Umum (JPU), Syahnan Tanjung, 
mengatakan Jaksa Agung Sebagai 
jaksa penuntut tertingi menarik 
tuntutan terhadap terdakwa dalam 
sidang 11 November 2021 yang 
menuntut terdakwa 1 tahun pen-
jara.

Terdakwa Valencya dinyatakan 
tidak terbukti bersalah dan meya-
kinkan melakukan tindakan KDRT 
psikis seperti yang didakwakan. 

“Mengacu pada Pasal 8 ayat 
3 Undang-Undang Nomor 16 
Tahun 2004, demi keadilan dan 
kebenaran berdasarkan keTuhanan 
YME, Jaksa Agung Republik 
Indonesia selaku penuntut um 
um tertinggi negara, menarik 
tuntutan penuntut umum yang 
telah dibacakan pada hari Kamis 
(11/11)  terhadap terdakwa Va-
lencya alias Nengsy Lim anak dari 
Suryadi,” kata Penuntut Umum 
Syahnan Tanjung dalam sidang, 
Selasa (23/11).

Shaynan juga menyatakan, 
pihaknya membebaskan terda-
kwa Valencya dari segala tuntutan. 
Kemudian sejumlah barang bukti 
akan dikembalikan kepada Valen-
cya. “Membebankan biaya perkara 
kepada negara,” katanya.

Sidang perkara KDRT psikis 
dengan terdakwa Valencya men-
arik perhatian publik setelah JPU 
dari Kejari Karawang menuntut 
satu tahun penjara. Bahkan artis 
yang juga politisi PDIP, Rieke 
Diah Pitaloka ikut mendampingi 
Valencya di persidangan.

“Keputusan jaksa menarik 
tuntutan sebelumnya dan mem-
bebaskan dari segala tuntutan, 
merupakan kabar baik untuk ke-
adilan. Kita memyambut baik jaksa 
penuntut umum membebaskan 
ibu Valencya dari segala tuntutan. 
Harapannya majelis hakim juga 
memberikan putusann terbaik 
untuk Valencya,” kata Rieke.

Sementara itu terdakwa Valen-
cya mengaku bahagia mendengar 
replik jaksa yang membebaskan 
dirinya dari segala tuntutan hu-
kum. Dia berharap majelis hakim 
yang menyidangkan perkaranya 
juga membebaskan dari tuntutan 
hukum. “Untuk sementara saya 
bahagia, tapi perkaranya belum 
selesai masih menunggu putusan 
hakim,” ujar Valencya.  mei

PTUN Tolak Gugatan Moeldoko, AHY: Tanda Kemenangan Rakyat
JAKARTA (IM) - Ket-

ua Umum Partai Demokrat 
Agus Harimurti Yudhoyono 
(AHY) menyambut baik pu-
tusan Pengadilan Tata Usaha 
Negara (PTUN) Jakarta yang 
menolak gugatan Kepala Staf  
Kepresidenan Moeldoko 
mengenai pengesahan hasil 
Kongres Luar Biasa (KLB) 
di Deli Serdang.

“Bagi kami, keputusan 
hukum ini memberi pesan 
hangat bagi demokrasi kita, 
sebagai tanda kemenangan 
bagi rakyat,” kata AHY, 
dalam pernyataan pers, Rabu 
(24/11).

AHY menuturkan, par-
tai politik merupakan per-

panjangan tangan sekaligus 
penyambung lidah rakyat di 
parlemen. 

Oleh karena itu, kata 
AHY, upaya mengambil alih 
kepemimpinan di partai poli-
tik secara inkonstitusional 
sama saja dengan meng-
ganggu rakyat.

“Itulah mengapa saya 
katakan, keputusan hukum 
ini adalah kemenangan bagi 
rakyat Indonesia, karena 
keputusan itu tetap melind-
ungi hak-hak politik rakyat,” 
ujar AHY.

Lebih lanjut AHY men-
gatakan, putusan PTUN juga 
memperkuat putusan Mah-
kamah Agung (MA) yang 

telah menolak permohonan 
judicial review atas Anggaran 
Dasar/Anggaran Rumah 
Tangga (AD/ART) Partai 
Demokrat.

Selain itu, putusan PTUN 
mengonfi rmasi keyakinan pi-
hak AHY bahwa legal stand-
ing Moeldoko dalam gugatan 
tidak relevan.

“Atas dua keputusan yang 
fundamental itu, kami sekali 
lagi mengucapkan puji syukur 
kepada Allah SWT. Dengan 
izin dan kehendak Tuhan 
Yang Maha Kuasa itu, al-
hamdulillah, kebenaran dan 
keadilan yang kita perjuang-
kan tetap tegak di negeri ini,” 
katnya.

PTUN Jakarta meno-
lak gugatan yang diajukan 
Moeldoko dan eks kader De-
mokrat Jhoni Allen Marbun 
terkait pengesahan hasil KLB 
Deli Serdang.

 “Mengadili, dalam pokok 
perkara, menyatakan gugatan 
penggugat tidak diterima,” 
demikian bunyi putusan 
PTUN Jakarta, dikutip dari 
salinan putusan yang diun-
duh dari situs PTUN Jakarta, 
Selasa (23/11).

 Selain itu, PTUN Ja-
karta juga menghukum para 
penggugat untuk membayar 
biaya perkara yang timbul 
dalam sengketa ini sebesar Rp 
509.000. Dalam gugatannya, 

penggugat meminta PTUN 
Jakarta untuk membatalkan 
Surat Menteri ukum dan Hak 
Asasi Manusia Nomor M. 
HH.UM.01.10-47, Perihal 
Jawaban Permohonan atas 
Pendaftaran Perubahan AD/
ART dan Perubahan Susunan 
Kepengurusan DPP Partai 
Demokrat Periode 2021-
2025.

Penggugat juga meminta 
Menkumham untuk men-
cabut surat tersebut serta 
mengesahkan permohonan 
atas pendaftaran perubahan 
AD/ART dan perubahan 
susunan kepengurusan DPP 
Partai Demokrat periode 
2021-2025.  han
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